BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2022 NOMOR 10

/

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-
KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI WAY KANAN,

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Taman Kanak-
Kanak dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Way Kanan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way
Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur
dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan...



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);
. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Undang Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402),

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19

Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1498), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan...



10.

11.

Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indon esia
Tahun 2018 Nomor 652);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
451);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru
Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi
dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 206);
Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daecrah Kabupaten Way Kanan (Lembaran
Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten
Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembar
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
12.Peraturan...



Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 188);

13. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 32 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan
Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN

WAY KANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.

2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.

3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Way Kanan.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.

5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat
UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan

kegiatan...



10.

11.

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penujang tertentu pada Dinas.

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan
Pendidikan vang menyelenggarakan pendidikan
pada jalur formal, nonformal dan informal pada
setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Satuan Pendidikan formal adalah Unsur Pelaksana
tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu pada Dinas.

Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada
jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang
pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada
Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan
Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang
sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan
pendidikan pada Satuan Pendidikan yang
berbentuk sekolah menengah pertama dan
Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang
sederajat.

Taman Kanan-kanak yang selanjutnya disingkat TK
adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur
pendidikan nonformal yang menyelengarakan
program pendidikan bagi anak usia berusia 4
(empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal
yang menyelengarakan pendidikan umum ada
jenjang pendidikan dasar.

Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya
disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan
pendidikan formal vyang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar
sebagai dasar lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain

yang...



12.

13.

14.

15.

16.

17.

(1)

yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang
diakui sama atau setara SD atau MI.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas
utama  mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi
peserta didik dan pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah,

Kepala adalah pemimpin Satuan Pendidikan yang
mempunyai tugas melaksanakan tugas manajerial,
pengembangan kewirausahaan, dan supervisi
kepada guru dan tenaga kependidikan.

Wakil Kepala adalah adalah guru yang diberi tugas
tambahan pada satuan administrasi pangkalnya
oleh Kepala Satuan Pendidikan.

Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok
pegawai yang bertanggung jawab untuk
Pelaksanaan Administrasi pada Satuan Pendidikan
sesual dengan bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok
jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan orang tua/wali peserta didik,
komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang
peduli pendidikan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan
Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar pada Dinas

Pendidikan...
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way

Kanan.

UPT Satuan Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdirl dari:

a. UPT TK Negeri;

b. UPT SD Negeri; dan

¢. UPT SMP Negeri.

UPT TK Negeri sebagaimana pada ayat (2) huruf a,
tercantum dalam lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
UPT SD Negeri sebagaimana pada ayat (2) huruf b,
tercantum dalam lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
UPT SMP Negeri sebagaimana pada ayat (2) huruf c,
tercantum dalam lampiran Il yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

UPT Satuan Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
unsur pelaksana teknis operasional dalam
pengelolaan UPT TK Negeri, UPT SD Negeri, dan UPT
SMP Negeri.
UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, dipimpin oleh Kepala yang
berkedudukan  dibawah kewenangan  dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala...



(3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

merupakan jabatan fungsional guru yang diberi
tugas untuk memimpin dan mengelola Satuan

Pendidikan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4
Susunan organisasi UPT TK Negeri terdiri atas:
a. Kepala; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan susunan organisasi UPT TK Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Susunan organisasi UPT SD Negeri terdir atas:
a. Kepala;
b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
c. Kelompok Jabatan Pelaksana;
Bagan susunan organisasi UPT SD Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Susunan organisasi UPT SMP Negeri terdiri atas:
a. Kepala,
b. Wakil Kepala;
c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
(2) Bagan...



(2)

(1)

(2)

(1)

Bagan susunan organisasi UPT SMP Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

UPT TK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas
menyelengarakan pogram pendidikan anak meliputi
program layanan TK untuk peserta didik usia 4
(empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan
prioritas usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), UPT TK Negeri menyelengarakan
fungsi pembinaan dan penumbuhkembangan
seluruh potensi anak secara optimal sehingga
terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai
dengan tahap perkembangan agar memiliki
kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

Pasal 8
UPT SD Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) hurufl b mempunyai tugas mengelola
pendidikan umum melalui 6 (enam) tingkatan kelas
yang terdiri atas:

a. kelas 1 (satu);

b. kelas 2 (dua);

c. kelas 3 (tiga);

d. kelas 4 (empat);

e. kelas 5 (lima); dan
f. kelas 6 (enam).

(2) Dalam...



=10

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), UPT SD Negeri menyelenggarakan
fungsi:

a. pelaksanaan Pendidikan;

b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan
orang tua peserta didik, Komite Sekolah,
dan/atau masyarakat; dan

c. pelaksanaan administrasi.

Pasal 9

(1) UPT SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf ¢ mempunyai tugas mengelola
Pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas
yang terdiri atas:

a. kelas 7 (tujuh);
b. kelas 8 (delapan); dan
c. kelas 9 (sembilan).

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), UPT SMP Negeri menyelenggarakan
fungsi:

a. pelaksanaan Pendidikan;

b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan
orang tua peserta didik, Komite Sekolah,
dan/atau masvarakat; dan

c. pelaksanaan administrasi.

Bagian Keempat
Uraian Tugas

Paragraf 1
Kepala Sekolah

Pasal 10
(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat
(1) huruf a, Pasal 5 Ayat (1) huruf a, dan Pasal 6
Ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

a.melaksanakan...



(2)

(1)

(2)

(1)

o 11 s

a. melaksanakan tugas manajerial;

b. mengembangkan kewirausahaan;

c. supervisi kepada guru dan tenaga
kependidikan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan
atasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

Paragraf 2
Wakil Kepala Sekolah

Pasal 11

Wakil Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf b paling banyak mempunyai 3 (tiga)
orang yang membidangi akademik, kesiswaan,
hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan
administrasi Satuan Pendidikan.

Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala dengan mempertimbangkan
perhitungan kebutuhan guru berdasarkan struktur
kurikulum dan jumlah rombongan belajar sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5
ayat (1) huruf b, dan Pasal 6 ayat (1) huruf c,
mempunyai tugas melakukan Kkegiatan sesuai

dengan  jabatan  fungsional masing-masing

berdasarkan...



(2)

(3)

=12 -

berdasarkan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. guru; dan
b. pustakawan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui

Kepala.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 13

Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ dan Pasal 6 ayat (1) huruf d,
merupakan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan

administrasi pada UPT Satuan Pendidikan sesuai dengan

bidang keahliannya.

(1)

(2)

BAB IV
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 14

Untuk membantu pelaksanaan koordinasi layanan
administrasi pada satuan Pendidikan dibentuk
Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
sebagai Unit Kerja Nonstruktural.

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Koordinator Wilayah Kecamatan Blambangan
Umpu;
Koordinator Wilayah Kecamatan Baradatu;

3. Koordinator...



(3)

(4)

(1)

(2)

=15 =

Koordinator Wilayah Kecamatan Negeri Agung;
Koordinator Wilayah Kecamatan Banjit;
Koordinator Wilayah Kecamatan Kasui;
Koordinator Wilayah Kecamatan Way Tuba;
Koordinator Wilayah Kecamatan Bahuga;
Koordinator Wilayah Kecamatan Pakuan Ratu;
Koordinator Wilayah Kecamatan Bumi Agung;
10. Koordinator Wilayah Kecamatan Buay Bahuga;
11. Koordinator Wilayah Kecamatan Gunung
Labuhan;
12. Koordinator Wilayah Kecamatan Negeri Agung;
13. Koordinator Wilayah Kecamatan Negeri Besar;
14. Koordinator Wilayah Kecamatan Negara Batin;

s I

dan
15. Koordinator  Wilayah  Kecamatan  Umpu

Semenguk.
Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Koordinator yang berasal dan pengawas
sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat
fungsional, atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara
(ASN) lainnya vyang berpengalaman di bidang
pendidikan dengan pangkat minimal III/c.
Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), ditunjuk oleh dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Koordinator Wilayah dimaksud dalam Pasal 14,
mempunyal tugas melakukan koordinasi layanan
administrasi pada satuan pendidikan di wilayah
kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1), Koordinator Wilayah Kecamatan
Bidang Pendidikan mempunyai fungsi:

a.pengumpulan...



(3)

(1)

(2)

(3)

o

a. pengumpulan data peserta didik, sarana,
prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan
pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;

b. pengadministrasian usul kenaikan pangkat dan
angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan;

c. pelaksanaan koordinasi lomba-lomba di wilayah
kerjanya;

d. pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan
koordinator wilayah;

e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala
Dinas; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kordinator

Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan berkewajiban

mengoordinasikannya dengan Kepala Dinas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Wakil Kepala,
Kelompok Jabatan Fungsional, serta Kelompok
Jabatan Pelaksana wajib menerapkan koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan
unit kerja maupun dengan unit kerja lain.
Kepala bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahannya dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan.
Kepala wajib mengawasi bawahannya dan apabila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang
diperlukan sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Kelompok...



()

(6)

(1)

(2)

(1)

(2)

o dan Kelompok

Kelompok Jabatan Fungsion
Jabatan Pelaksana wajib mematuhi petunjuk dan

arahan, bertanggung jawab kepada atasannya serta

menyampaikan laporan secara berkala tepat pada
waktunya.

Kepala wajib mengolah setiap laporan yang diterima
dan mempergunakannya sebagai bahan untuk
penyusunan laporan serta kebijakan lebih lanjut.
Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas,
Kepala mengirimkan tembusan kepada perangkat
daerah lain yang secara fungsional mempunyal

hubungan koordinasi.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Kepala, Wakil Kepala, Pejabat Fungsional, dan
Pejabat Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh
Pejabat yang berwenang sesuai peraturan
perundang-undangan.

Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis

beban kerja.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan satuan
pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputi:

a.pengawasan...



c.

pengawasan secara keseluruhan terhadap
pengelolaan dan penyelenggaraan satuan
Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar yang
menjadi kewenangannya;

koordinasi pengawasan secara keseluruhan
terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan
satuan pendidikan TK dan Pendidikan Dasar;
pengawasan terhadap penggunaan anggaran
untuk pendidikan;

pemberian bimbingan dalam pengelolaan dan
penyelenggaraan satuan pendidikan TK dan
Pendidikan Dasar; dan

monitoring dan evaluasi.

(3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat yang ada pada UPT Satuan Pendidikan tetap
menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai

dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan

Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Penataan Nama dan Alamat Satuan Pendidikan Se-
Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way
Kanan Tahun 2015 Nomor 12);

b. Ketentuan..



o b

b. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 3,
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor
o8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada
Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 58);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way
Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 9 Maret 2022

BUPATI WAY KANAN,
Dto
RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto
SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022 NOMOR 10

NIP. 19850624 200001 1 012



a3

LAMPIRAN 11T

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN

UPT 5 1 MENE A [SMP] NEGERI

et s N e L R s AL I TRTTT B e i

SATUAN PENDIDIKAN. S __EHHHJI'TW"_

i 0 |
H R e—— — e —
P "“'"' e T 1 IR A FLA TS .-.—n-.l—-.ﬂ...—-i.-—---.-m-

&

| 10806687 | SMP Negeri | Blambangan

: SMP Negeri | Blambangan | Blambangan | Blambangan Umpu
Umpu Umpu Umpu |
2 | 10806725 | SMP Negeri 2 Blambangan UPT SMP Negeri 2 Blambangan | Blambangan Umpu Bakti
Umpu Umpu Umpu
3 | 10809769 | SMP Negeri 8 Blambangan UPT SMP Negeri 3 Blambangan | Blambangan Bumi Baru
Umpu Umpu Umpu




10811226

SMP Negeri 4 Way Tuba

UPT SMP Negeri 4 Way Tuba

Way Tuba Asri

a4

35 | 60726134 | SMP Negeri 5 Way Tuba UPT SMP Negeri 5 Way Tuba Way Tuba Bukit Gemuruh

36 | 10806691 | SMP Negeri 01 Negeri Agung | UPT SMP Negeri 01 Negeri Negeri Agung Negen Agung
Agung

37 | 10806713 | SMP Negeri 03 Negeri Agung | UPT SMP Negeri 03 Negeri Negeri Agung Kali Papan
Agung

38 | 10BOG717 | SMP Negeri 04 Negeri Agung | UPT SMP Negeni 04 Negeri Negen Agung Mulya Sari
Agung

39 | 10809772 | SMP Negeri 05 Negeri Agung | UPT SMP Negeri 05 Negeri | Negeri Agung Negeri Agung
Agung

40 | 10811211 | SMP Negeri 06 Negeri Agung UPT SMP Negen 06 Negeri Negeri Agung Negeri Agung
Agung

41 | 10806729 | SMP Negeri 02 Negeri Agung | UPT SMP Negeri 02 Negeri Negeri Agung Tanjung Rejo
Agung

42 | 69946535 | SMP Negeri 7 Negeri Agung | UPT SMP Negeri 7 Negeri Agung | Negeri Agung Kotabumi Way

Kanan
43 | 10806707 | SMP Negeri 1 Rebang UPT SMP Negen 1 Rebang Rebang Tangkas Beringin Jaya

Tangkas

Tangkas
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Batin

54 | 10806712 | SMP Negeri 3 Negara Batin UPT SMP Negen 3 Negara Batin Sri Mulyo

55 | 10810180 | SMP Negeri 4 Negara Batin UPT SMP Negeri 4 Negara Batin | Negara Batin Adi Jaya

56 | 10806692 | SMP Negeri 1 Negeri Besar UPT SMP Negen 1| Negeri Besar | Negeri Besar Negeri Jaya
57 | 10810217 | SMP Negeri 2 Negeri Besar UPT SMP Negeni 2 Negeri Besar | Negeri Besar Tiuh Baru

58 | 10810168 | SMP Negeri 3 Negeri Besar UPT SMF Negeri 3 Negeri Besar | Negeri Besar Tegal Mulkti
59 | 10810176 | SMP Negeri | Buay Bahuga | UPT SMP Negeri | Buay Bahuga | Buay Bahuga Bumi Harjo
‘60 | 10810177 | SMF Negeri 2 Buay Bahuga | UPT SMP Negerl 2 Buny Bahuga | Buay Bahugs Punjul Agung
61 | 10810178 | SMP Negen: | Bumi Agung UPT SMP Negeri | Bumi Agung | Bumi Agung Suka Maju
62 | 10810179 | SMF Negeri 2 Bumi Agung | UPT SMP Negeri 2 Bumi Agung | Bumi Agung | Mulyo Harjo
63 | 10806698 | SMP Negeri 3 Bumi Agung UPT SMP Negeri 3 Bumi Agung | Bumi Agung | Wono Harjo

NIP. 19850624 201001 1 012

BUPATI WAY KANAN,
dto

READEN ADIPATI SURYA




BUPATI WAY KANAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : B&.47 /.05 - wk [ Hv (9002

TENTANG

PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA SL'TP DAN SM DI

KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN

. Nota [hnas Kepala Dinas Dikmenluspora Kabupaten Way Kanan Nomor

427/200/111-04/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang usul pemberian status negen
pada SLTP dan SM di Kabupaten Way Kanan;

Keputusan Kepala Dinas Dikmenluspora Kabupaten Way Kanan Nomor
420/331/111-04/2003  tentang  Pembentukan Tim  Penilaian  Kelayakan

Pendinan/Penegrian SLTP dan SM Dikmenluspora Kabupaten Way Kanan

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan Sumber Daya Manusia
(SDM) guna terwujudnya masyarakat yang berkualitas diperlukan sarana dan
prasarana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM);

bahwa berdasarkan penilaian tim penilai, beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum/Kejuruan dalam wilayah
Kabupaten Way Kanan telah memenuli syarat Neger sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002,
oleh karenanya dipandang perlu membenkan status negeri kepada SLTP,
SMU/SMK yang telah memenuhi syarat dimaksud.

bahwa berdasarkan tersebut diatas, maka perlu menetapkan/memberikan siatus
neger dimaksud dengan Keputusan Bupati.

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati 11
Way Kanan, Kabupaten Dat Il Lampung Timur dan Kota Madya Dati 11 Metro
(Lembaran Negara Republik Indonessa Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3829);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemenntah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3763);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764



. Fasluman romennian Nomor ZD [anun JUW lenfang Kewenangan Pemenntah
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemenntah No. 20 Tahun 2001 temtang Pembinaan dan Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan
Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah,

10. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way
Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28);

I'l. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah sebagaimana telah dinbah untuk
kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002,

12. Peraturan Dacrah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana
Stratejik (Renstra) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way
Kanan Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way
Kanan Nomor 28).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang  Pendirian

Sekolah.
MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan status negen pada SLTP dan SM Kabupaten Way Kanan sebagaimana
tersebut pada lampiran Keputusan imi.

* KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD

Kabupaten Way Kanan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
han temyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
L y 15 WG s003

Tembusan, disampaikan kepada Yth -

Bapak Sekretanis Jendral Departemen Pendidikan Nasional di Jakatra;

Bapak Inspektur Jendral Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;

Bapak Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakatra,

Bapak Sekretaris Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakatra,

Bapak Direktur Menengah Umum Depdiknas di Jakatra

Bapak Direkwur Pendidikan Dasar Depdiknas di Jakatra

Bapak Gubermur Lampung di Bandar Lampung

Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung

Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu
. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu
Sdr. Kepala Dinas Dikmenluspora Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu
- Sdr. Kepala Dinas Dikdasbudpar Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu
. Himpunan Keputusan
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LAMPIRAN :

&

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAM

NOMOR  : B 47 {1,053~ we /e [se03

TANGGAL : (5 sy &et3

TENTANG : PEMBERIAN STATUS NEGERI PADA SLTP DAN 5M
DI KABUPATEN WAY KANAN

I_Edr:t Nama Sckolah Alnmat Status Asal Status Yang Ditetnphan
1 2 [ i s
1 SLTPN. 2 Daradatu Kamp. Gunung Katun, Kec. Baradam Filial dan SLTPN. | Baradatu MNegen
2 SLTPN. 3 Baradatu Kamp. Banjar Baru, Kec. Baradamu Persipan Negen Negen
3 | SLTPN. 5 Bahuga Kamp. Mulyo Harjo, Kec. Bahuga Filial dari SLTPN, 2 Bahuga Negen
4 SLTPN. 2 Nepen Agung Kamp. Tanjung Rajo, Kec Negen Agung Filial dari SLTPh. 1 Megen Agung MNegen
5 | SLTPN. 3. Negeri Agung Kamp. Kal Papan, Kec. Negeri Agung Filial dari SLTPN. | Negeri Agung Negen

(6) | SLTPN. 4 Negeri Agung Kamp. Mulvo Sari, Kec. Negen Agung Filial dari SLTPN, | Negeri Agung Negeni
7 SLTPN. 2 Kasw Kamp. Kasu Lama, Kec Kasui Persiapan Negen Negen
] SLTPN. 4 Banjit Kamp Sumber Baru, Kec. Banjit Persigpan Negen | Negeri
9 SMUN, | Banjit Kamp. Bah Sadhar, Kec. Banpt Persiapan Negen Negen
10 | SMUN. Way Tuba Kamp, Way Tuba Kec. Way Tuba Persiapan Negeri Megeri
11 SMEMN. | Blambangan umpu Kamp. Bl, Umpu, Kec. Bl. Umpu Permapan MNegeni Negen




